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10.37859/jae.v13i2.5530 Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan mengolah data rasio

JEL Classification: M41, M48 keuangan dgri Laporan APBD Kabupaten_Kepu!a_uan _Meran'gi tahun
2010 sampai dengan 2022. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa
kinerja keuangan yang ukurannya direfleksikan dengan Efektivitas
PAD, Rasio Belanja Modal, Pertumbuhan PAD dan Kemandirian
Keuangan berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan Efisiensi
Belanja Daerah tidak berpengaruh.

Is it true that the implementation of fiscal decentralization through the
expansion of regions can have a significant impact on development
and improve the welfare of people in the regions? This study aims to
analyze the influence of the government's financial performance after
the division in influencing the Human Development Index as an
indicator of successful development and community welfare in the
regions. The research method was conducted by using multiple linear
regression analysis that processed financial ratio data from the APBD
Report of Kepulauan Meranti Regency from 2010 to 2022. The results
showed that financial performance as measured by PAD Effectiveness,
Capital Expenditure Ratio, PAD Growth, and Financial Independence
has a significant effect on the Index of Human Development, while the
Efficiency of Regional Expenditure has no effect.

©JAE-UMRI 2023


http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae

Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, Vol. 13 No. 2, Desember 2023 158

PENDAHULUAN

Pemekaran atau ekspansi daerah adalah suatu upaya untuk akselerasi pelaksanaan
pembangunan (Saputra, 2021), Dimana hal ini sesuai dengan dengan PP N0.129/2000, yang
menetapkan bahwa dengan pelaksanaan pemekaran daerah akan dapat mempercepat
pembangunan daerah dan percepatan pengelolaan berbagai potensi di daerah dengan
memotong jalur birokrasi dari pemerintahan yang sebelumnya. Sementara menurut PP
No0.78/2007, pada bagian penjelasan disebutkan bahwa berdasarkan UU No,32/2004,
pembentukan daerah pada hakikatnya memiliki untuk meningkatkan proses layanan publik
untuk akselerasi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Tenrini, 2013).

Dengan demikian, maka tujuan dari suatu pemekaran daerah adalah pertama, percepatan
pelaksaan perekonomian dan pengelolaan potensi daerah, serta tercapainya kesejahteraan
masyarakat. Dengan adanya suatu daerah baru dari hasil pemekaran, maka pemerintah
diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan bertanggung jawab secara lebih
dekat kepada masyarakat (Oktalina, 2020). Bukti empiris menunjukkan bahwa pemekaran
daerah bertujuan untuk akselerasi pembangunan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi
lokal (Santika et al., 2018).

Menurut UNDP (2008), selama lima tahun pelaksanaan pemekaran, daerah yang baru
saja melakukan pemekaran tesebut belum dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah
induk (Santika et al., 2018). Artinya pemekaran daerah masih menjadi suatu permasalahan
dalam mencapai tujuan pemekaran untuk meningkatkan pembangunan perekonomian di
daerah. Dengan demikian, maka perlu dikaji mengenai hubungan antara pemekaran dan aspek
aspek pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui aspek
pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dapat diketahui dengan Indeks
Pembangunan Manusia (Alam & Adib, 2017; Erwina & Badrudin, 2020; Nurcholis, 2014;
Prasetyo, 2015; Wahyu Setiawan & Ariani, 2022).

Di Provinsi Riau proses pemekaran berlangsung pada daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti yang dimekarkan pada tanggal 19 Desember 2008 dari kabupaten asal yaitu dari
Kabupaten Bengkalis. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti didasarkan pada UU No.
12/2009, tanggal 16 Januari 2009 (Pemkab Meranti, 2023). Dengan terbentuknya daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, maka pelaksanaan proses pemerintahan di daerah ini
dimulai dengan pelimpahan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru.

Setelah berlangsung selama lebih dari empat belas tahun, pembangunan di daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti sudah seharusnya dapat meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia di daerah ini. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran untuk
mengetahui tingkat pencapaian dimensi utama pembangunan manusia yang terdiri dari
panjang umur dan sehat, berilmu dan memiliki standar hidup yang layak (United Nations
Development Reports, 2020). Ukuran ini menjadi sangat penting karena mencakup aspek
dasar dari seorang manusia yang hidup disuatu negara dengan layak yang mana diukur secara
fisik dan non fisik (Ma’rif & Ibrahim, 2020; Nasruddin & Azizah, 2022).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kepulauan Meranti berada di bawah
IPM Provinsi Riau dan IPM rata-rata di Indonesia. IPM di Provinsi Riau termasuk tinggi di
Indonesia. Berikut ini adalah data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan
Meranti:

Tabel 1: Komparasi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 s.d. 2022

Tahun Indonesia Provinsi Riau Kep. Meranti

IPM Peningkatan  IPM Peningkatan IPM Peningkatan
2010 66,53 - 68,65 - 59,71 -
2011 67,09 0,84 68,90 0,36 60,38 1,12
2012 67,70 0,91 69,15 0,36 61,49 1,84

2013 68,31 0,90 69,91 1,10 62,53 1,69
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2014 68,90 0,86 70,33 0,60 62,91 0,61
2015 69,55 0,94 70,84 0,73 63,25 0,54
2016 70,18 0,91 71,20 0,51 63,90 1,03
2017 70,81 0,90 71,79 0,83 64,70 1,25
2018 71,39 0,82 72,44 0,91 65,23 0,82
2019 71,92 0,74 73,00 0,77 65,93 1,07
2020 71,94 0,03 72,71 -0,40 65,50 -0,65
2021 72,29 0,49 72,94 0,32 65,70 0,31
2022 72,91 0,86 73,52 0,80 66,52 1,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai IPM di Kepulauan Meranti berada dibawah IPM
Provinsi Riau. Hal ini menjadi tugas bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan
pembangunan setelah pemekaran dengan tujuan untuk menjadi daerah yang lebih berkembang
dan maju. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus dapat mengelola keuangan dengan baik.
Pengelolaan keuangan sangat berkaitan dengan Kkinerja keuangan. Kinerja keuangan
merupakan suatu ukuran yang digunakan dalam mengukur suksesnya pengelolaan keuangan.
Kinerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus ditinjau untuk mengetahui
pelaksanaan desentralisasi daerah yang diselenggarakan setelah adanya pemekaran.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh instansi pemerintah
daerah atau Pemda dinilai dengan ukuran kinerja keuangan dalam bentuk analisis rasio
keuangan yang diperoleh dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang
merupakan perhitungan APBD (Dali et al., 2021).

Adapun rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur Kkinerja keuangan pemerintah,
beberapa diantaranya adalah rasio efisiensi (Armaja et al., 2017; Hafizi & Amalia, 2022;
Mariasari & Sunaningsih, 2021; Mataris & Digdowiseiso, 2022), rasio efektivitas (Fathah,
2017; Mataris & Digdowiseiso, 2022; Ramadhan et al., 2022; Wibawa et al., 2023), rasio
belanja modal (Fathah, 2017; Karinda et al., 2013; Rosaliena & Zulkifli, 2019), rasio
pertumbuhan PAD (Devi et al., 2022; Nuri Andriyani et al., 2020; Walintukan et al., 2019),
dan rasio kemandirian keuangan (Fitriyani et al., 2019; Runjung et al., 2022).

Penelitian sebelumnya mengenai hubungan kondisi keuangan dengan kesejahteraan
masyarakat tidak konsisten. Belum ditemukan hubungan linier antara pola pengeluaran
pemerintah dengan kesejahteraan masyarakat (Habbe, 2021). Namun demikian, hasil
penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kinerja keuangan memberikan pengaruh pada
Indeks Pembangunan Manusia, dimana indeks ini merupakan ukuran dari kesejahteraan
masyarakat di daerah(Mulia & Saputra, 2020).

Menurut hasil penelitian terdahulu, kinerja keuangan pemerintah memberikan efek pada
Indeks Pembangunan Manusia (Dwiyandari & Badera, 2018; Suranta et al., 2019). Kinerja
keuangan pemerintah yang diukur dengan rasio kemandiirian keuangan daerah berpengaruh
positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Gousario & Dharmastuti, 2015; Winarni et
al., 2022), kinerja desentralisasi fiskal berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia
(Harliyani & Haryadi, 2016), rasio efektivitas dan efisiensi keuangan berpengaruh signifikan
terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Gousario & Dharmastuti, 2015). Namun demikian
hasil penelitian (Sofia Arie Damayanty, Singgih Riphat, Hadi Setiawan, 2016) menemukan
hasil bahwa kinerja keuangan pemerintah tidak memiliki hubungan kausalitas dengan Indeks
Pembangunan Manusia, rasio efektivitas dan efisiensi tidak berpengaruh pada Indeks
Pembangunan Manusia (Astuti, 2019). Selain itu penelitian dari (Suranta et al., 2019)
menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan kualitas pembangunan manusia yang di ukur
dengan IPM antara daerah di pulau Jawa dan Kalimantan, dimana IPM tersebut dipengaruhi
oleh kinerja keuangan pemerintah daerah.
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan adanya gap dalam penelitian, maka
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan
rasio efektivitas, efisiensi, belanja modal, pertumbuhan PAD dan kemandirian keuangan
terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah
yang baru mengalami pemekaran yang terjadi pada era desentralisasi fiskal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan library
research. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder
dalam bentuk time series yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan APBD
dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI dan literatur serta
jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan pada Kabupaten
Kepualauan Meranti pada periode 2010 sampai dengan 2022.

Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear

berganda dengan operasional variabel sebagai berikut:

1. Efektivitas PAD merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan

Pendapatan Asli Daerah yang sudah ditargetkan. Adapun formulanya adalah sebagai

berikut:

Efektivitas PAD = [Fe4SaSLPAD  100%
Target PAD

Indikator Efektivitas PAD yaitu: >100% = Sangat efektif; 90% - 100% = Efektif; 80%
- 90% = Cukup Efektif; 60% - 80% = Kurang Efektif; Kurang 60% = Tidak Efektif
(Winarni et al., 2022)

2. Efisiensi Belanja Daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan
penghematan penggunaan pengeluaran anggaran. Adapun formulanya adalah sebagai
berikut:

Realisasi Belanja Daerah
4 X 100%

Efektivitas Belanja Daerah = —
Realisasi Pendapatan Daerah

Indikator Efektivitas Belanja Daerah = >100% = Tidak efisien; 90% - 100% =
Kurang efisien; 80% - 90% = Cukup Efisien; 60% - 80% = Efisien; 60% = Sangat
efisien

(Maidar & Rosalia, 2022)

3. Rasio Belanja Modal menunjukkan besarnya proporsi Belanja Modal yang
dialokasikan pemerintah daerah untuk tujuan pembangunan daerah. Adapun
formulanya adalah sebagai berikut:

Belanja Modal

Belanja Daerah

Rasio Belanja Modal = x 100%

4. Pertumbuhan PAD merupakan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam
menghimpun kekayaan asli dari daerah pada tahun tertentu jika dibandingkan dengan
PAD tahun sebelumnya. Adapun formulanya adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan PAD = pADn—PADN—1 X 100%
PADn—1

5. Kemandirian Keuangan merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai
kegiatan dan program pemerintahan dari sumber pendapatan asli dari daerah. Adapun
formulanya adalah sebagai berikut:
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PAD
Dana Perimbangan

Kemandirian Keuangan = X 100%

Indikator Kemandirian Keuangan= 75%-100% = Tinggi; 50%-75% = Sedang; 25%-
50% Rendah; 0 -25%= Rendah sekali
(Nuzullestary & Mulyaningsih, 2021)

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk

mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah.
Adapun formulanya adalah sebagai berikut:

IPM :‘i/lKesehatan + IPendidikan + IPengeluaran X100
Indikator Indeks Pembangunan Manusia= >80 = Sangat tinggi; 70-80 = Tinggi; 60 -
<70 = Sedang; < 60 = Rendah (PBB dalam (Yektiningsih, 2018)
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh kinerja keuangan keuangan yang terdiri dari Rasio

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (X1), Rasio Efisiensi Belanja Daerah (X2), Rasio Belanja
Modal (X3), dan Pertumbuhan PAD (X4) dan Kemandirian Keuangan (X5) terhadap Indeks
Pembangunan Manusia (Y) di daerah setelah pemekaran. Dengan demikian rumus untuk
regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Y = o+ B1X1 + B2X2 + BsX3 + PaX4 + BsXs + €.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Grafik berikut merupakan gambaran kinerja keuangan dan IPM di Kabupaten Kepulauan

Meranti setelah pemekaran.
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Gambar 1. Statistik Deskriptif Data Penelitian
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kepulauan Meranti meningkat stabil
dalam satu dekade lebih. Peningkatan IPM ini sangat berbeda dengan kinerja keuangan
pemerintah yang berfluktuasi. Kemandirian keuangan daerah merupakan satu-satunya kinerja
keuangan yang terus mengalami pertumbuhan yang positif sejak terjadinya pemekaran,
namun demikian proporsi PAD terhadap Dana Perimbangan berada pada posisi “rendah
sekali” dengan tingkat kemandirian daerah pada angka kurang dari 25%.

Kemampuan realisasi PAD jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan
ditunjukkan dengan rasio Efektivitas PAD. Dalam periode penelitian, rasio ini menunjukkan
penurunan. Meskipun terus mengalami penurunan, namun secara rata-rata, efektivitas PAD di
Kabupaten Kepualauan Meranti adalah 103,52%, yang mana berada dalam posisi “sangat
efektif”. Efektivitas PAD yang sangat efektif merupakan gambaran kemampuan pemerintah
dalam menghimpun pendapatan yang sudah disusun dalam anggaran sebagai target
pemasukan asli dari daerah. Sementara, Efisiensi Belanja Daerah berfluktuasi, dimana rata-
rata kemampuan pemerintah dalam menghemat anggaran belanja adalah 98,97,73 %. Ini
menunjukkan bahwa kinerja efisiensi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada
kategori “kurang efisien”.

Adapun Pertumbuhan PAD berfluktuasi, peningkatan PAD melonjak pada tahun 2011
sebesar tiga kali lipa jika dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini dapat dimungkinkan
karena faktor kesiapan pemerintah dalam mendata dan menghimpun PAD. Pada tahun 2010
PAD di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat minim karena daerah ini baru saja mengalami
pemekaran.

Beriringan dengan kinerja penerimaan, disisi lain, penggunaan penerimaan tersebut
kemudian wajib dibelanjakan untuk pembangunan daerah, hal ini tercermin dari Rasio
Belanja Modal. Secara rata-rata, Rasio Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah adalah
lebih dari seperlima bagian. Artinya, sekitar 20% dari Belanja Daerah digunakan oleh
pemerintah sebagai biaya pembangunan. Pada dasarnya, proporsi Belanja Modal yang
semakin besar dari besarnya Belanja Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam
menyalurkan anggaran daerah untuk pelaksanaan Pembangunan infrastruktur di daerah.
Menilik dari besarnya Belanja Modal yang tidak mengalami peningkatan yang signifikan di
daerah pemekaran ini, maka perlu dievaluasi kembali mengenai proses penganggaran dalam
meningkatkan besarnya Belanja Modal di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Analisis Regresi Linear Berganda

Pada langkah awal pengolahan data, dilakukan Uji normalitas dan asumsi klasik. Hasil uji
normalitas dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov memperoleh hasil Asymp. Sig.
sebesar 0,975 atau lebih besar dari 0,05, sehingga data terfistribusi normal. Hasil uji
multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan VIF menunjukkan hasil bahwa nilai
tolerance seluruh variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga
disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji heterokedastisitas dilakukan
dengan melihat pola gambar scatterplot, dimana titik-titik menyebar dan tidak berpola,
sehingga disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

Adapun koefisien determinasi pada model regresi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2: Koefisien Determinasi

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate
1 .9822 964 938 .54556

a. Predictors: (Constant), Kemandirian Keuangan, Rasio Belanja Modal,
Pertumbuhan PAD, Efisiensi Belanja Daerah, Efektivitas PAD

Sumber: Data sekunder diolah, 2023
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Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,938 yang
menunjukkan bahwa 93,8% dari Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan
Meranti dapat diprediksi dengan variabel kinerja keuangan yang terdiri dari efektivitas PAD,
efisiensi Belanja Daerah, Pertumbuhan PAD, Rasio Belanja Modal dan Kemandirian
Keuangan. Sedangkan, 6,2% merupakan sumbangsih dari faktor lain di luar model regresi
pada penelitian ini.

Tabel berikut menunjukkan hasil uji regresi linerar berganda pada model penelitian:
Tabel 3: Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients®

Unstandardized Standardized Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
Model B Std. Error  Beta t Sig.  Tolerance VIF
1 (Constant) 61.918  1.549 39.964 .000
Efektivitas PAD  -.016 .006 -.271 -2.467 .043 429 2.332
Efisiensi BD -.021 014 -.137 -1.475 184 599 1.668
Rasio BM .092 .036 213 2.561 .037 .748 1.337
Pertumbuhan PAD -.006 .002 -.230 -2.416 .046 573 1.745
Kemandirian 545 .081 775 6.725 .000 .389 2.571

a. Dependent Variable: IPM
Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Hasil uji regresi untuk mengetahui pengaruh Kkinerja keuangan terhadap Indeks
Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepuauan Meranti dengan membandingkan tingkat
signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4: Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Independen Signifikansi Keputusan
Efektivitas PAD (X1) .043 < 0,05 Berpengaruh signifikan
Efisiensi Belanja Daerah (X2) 184 > 0,05 Tidak Perpengaruh
Rasio Belanja Modal (X3) .037 < 0,05 Berpengaruh Signifikan
Pertumbuhan PAD (X4) .046 < 0,05 Berpengaruh signifikan
Kemandirian Keuangan (X5) .000< 0,05 Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas PAD berpengaruh pada IPM di daerah
pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti. Efektivitas PAD merupakan suatu bentuk ukuran
kinerja yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan target PAD di
Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana dalam satu dekade lebih pemekaran terjadi, kinerja
keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah berjalan dengan sangat efektif. Artinya,
pemerintah Kabupaten Kepulauann Meranti mampu menghimpun dana PAD dari anggaran
yang sudah ditetapkan dengan sangat baik atau tepat hasil.

Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh Efektivitas
PAD terhadap IPM, namun perlu menjadi catatan bahwa IPM di Kabupaten Meranti dalam
periode penelitian menunjukkan indeks yang masih dalam kategori sedang dan catatan
penting lainnya adalah, IPM di daerah pemekaran ini masih berada di bawah IPM provinsi.
Namun demikian, adanya pengaruh Efektivitas PAD terhadap IPM merupakan suatu sinyal
positif yang perlu dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Efektivitas PAD sangat
penting dijaga agar peningkatan PAD di daerah dapat menjadi sumber keuangan untuk
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membiayai pembangunan di daerah dan ketergantungan terhadap pendanaan dari luar dapat
berkurang. Terutama, penggunaan keuangan daerah tersebut adalah untuk membiayai aspek-
aspek pembangunan pada sektor mendasar yaitu pada bidang pendidikan dan kesehatan yang
mana menunjukkan tingkat kesejahteraan Masyarakat di daerah.

Efisiensi Belanja Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti berada dalam kategori kurang
efisien. Efisiensi digunakan untuk mengetahui tingkat penghematan anggaran yang telah
dilaksanakan. Rasio efisiensi Belanja Daerah menggambarkan banyaknya Pendapatan Daerah
yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang dikeluarkan dalam
bentuk Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efisiensi Belanja Daerah tidak
berpengaruh pada IPM. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum efisien dalam
menggunakan anggaran Belanja Daerah, karena pengeluaran Belanja Daerah masih di atas
90% dari Pendapatan Daerah. Penggunaan anggaran yang efisien dapat menghemat anggaran
yang data digunakan untuk investasi pada sektor-sektor strategis untuk meningkatkan PAD.
Dimana dana dari PAD ini akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan di daerah.

Proporsi Belanja Modal jika dibandingkan dengan Belanja Daerah di Kabupaten
Kepulauan Meranti adalah 20% lebih. Artinya, pemerintah daerah menyisihkan seperlima
anggaran Belanja Daerah untuk kepentingan pembangunan yang tertuang dalam bentuk
Belanja Modal. ldealnya, semakin tinggi Belanja Modal di daerah, maka pelaksanaan
pembangunan di daerah akan lebih baik, karena sumber anggaran yang lebih banyak. Namun,
hal ini perlu didukung dengan pelaksana kegiatan atau program pembangunan yang bersih
dan menjunjung good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Belanja Modal
berpengaruh pada IPM di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini dapat menunjukkan bahwa
besarnya Belanja Modal yang dianggarkan pemerintah daerah dapat meningkatkan IPM di
daerah.

Sebagai suatu daerah yang baru saja mengalami pemekaran pada tahun 2009, tahun 2010
merupakan tahun awal daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai memperoleh PAD dengan
jumlah yang masih sangat minim. Pada tahun 2011 terjadi lonjakan peningkatan PAD sebesar
lebih dari tiga kali lipat sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola
sumber kekayaan yang ada di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan
PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pertumbuhan
PAD sangat penting untuk melihat besarnya kinerja pemerintah daerah dalam menggali dan
menghimpun sumber-sumber kekayaan asli dari daerah. Pertumbuhan PAD merupakan
indikator bahwa pelaksanaan desentralisasi di daerah berhasil dilakukan.

Kemandirian keuangan di daerah adalah tolok ukur keberhasilan pemekaran daerah.
Tujuan pemekaran daerah adalah agar pembangunan di daerah lebih optimal. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Meskipun
tingkat kemandirian keuangan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih rendah, namun
kemandirian keuangan yang perlahan meningkat sudah seharusnya memberikan dampak pada
pembangunan, terutama pembangunan manusia di daerah.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat IPM di Kabupaten Kepulauan Meranti
setelah pemekaran berada dalam kategori “sedang”, dimana sejak tahun 2010 sampai dengan
2022, tingkat IPM terus meningkat. Efektivitas PAD di Kabupaten Kepulauan Meranti berada
dalam kategori “sangat efektif”, sementara Efisiensi Belanja Daerah berada dalam kategori
“kurang efisien”. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah yang ditunjukkan dengan
Rasio Belanja Modal adalah seperlima bagian. Kemudian Pertumbuhan PAD masih belum
stabil mengalami peningkatan. Kinerja keuangan yang berperan dalam mempengaruhi IPM di
Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Efektivitas PAD, Rasio Belanja Modal, Pertumbuhan
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PAD dan Kemandirian Keuangan dengan pengaruh yang signifikan. Sedangkan, Kinerja
Efisiensi Belanja Daerah tidak berpengaruh pada IPM.

SARAN

Menimbang bahwa tingkat IPM di Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih berada di
bawah rata-rata dari IPM di Provinsi Riau, diharapkan agar pembangunan di daaerah yang
telah mengalami pemekaran selama 13 tahun ini lebih meningkat lagi. Alokasi Belanja Modal
yang hendaknya ditingkatkan lagi dari proporsi Belanja Daerah agar pelaksanaan
pembangunan memiliki sumber dana yang lebih mumpuni. Diharapkan kepada pemerintah
Kabupaten Kepulauan Meranti untuk lebih baik lagi dalam mengelola keuangan daerah agar
kinerja keuangan daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Proporsi Belanja Modal yang
masih minim hendaknya dapat ditingkatkan.
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